LEMBAREN DAERAH

PROPINS! DAERAH TINCKAT [ BALI
NOMOR 54 TAHUN 1975 SERI C. NO. 2

: 03/PD/DPRD/1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BALI

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut .
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI tentang Penangkapan ikan dan
hasil laut lainnya.

BAB I

Ketentuan Umum
Pasal 1.

Daerah ialah Daerah Propinsi Bali.

Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Propitisi Bali.
Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Menangkap ikan dan melakukan usaha perikanan ialah

B D =

a. menurunkan ke air, :nembongkar atau mengangkat jaring ikan. keran-
jang atau alat penangkap ikan lainnya dan pemiakaian dengan alat
apapun juga yang bertujuan menangkap, mengumpulkan atau mema-
tikan ikan atau hasil laut lainmya, yang hasilnya dipergunakan ustuk
kepentingary sendiri atau kepentirigan lainnya.

b. imengambil atau mengangkat muatan ikan atau hasil laut lainnya de-
ngan kendaraan air yang dipergunakan menangkap ikan atau mengam-
Lil hasil laut tersebut atau perbuatan lain dengan bantuan kemdaraan
air lainnya yang mempunyai tujuan untuk melakukan, usaha petikanan.



5. Pengusaha perikanan inlah perscorangan, badan/perusahaan yang mela-
kukan usaha perikanan scperti tersebut dalam ayat (4) diatas.
6. Ikan ialah segala macam ikan laul dengan nama apapun juga, termasuk
telur dan bibit ikan.
7. Hasil laut lainnya selain ikan jalah udang, kepiting, karang2an. keong2an
/siput, cumi2 gurita, rumput lauf, ubur2, penyu dan scbagainya kecuali
hasil2 laut lainnya yang telah/atau akan ditetapkan, dengan  peraturany/
perundangan tersendiri.
8. Kapal motor ialah kapal yang digerakkan dengan tenaga motor.
Perahu besar ialah perahu yang mempunyai volume lima meter kubik
keatas dengan tonage isi bersih.

10. Perahu sedang ialah permahu yang mcmpunyai volume antara tiga sampai
lima meter kubik dengant tonage isi bersih.

11. Perahu kecil ialah perahu yang mempanyai volume dibawah tiga meter
kubik dengan tonaee isi bersih.

BAB II
Tentang Surat Tjin

Pasal 2.

Tanpa mengurangi ketentvan - ketentuan yang berhubungan dengan
keamanan Nasional dan keamanan pelayaran serta ordonansi perikanan pan-
tai (Stbl. 1927 No. 144) semua pengusaha perikanan laut yang berdomisili 1t
wilayah Propinsi Bali dan mereka yang akan melakukan operasi penangkapan
- ikan,/hasil laut lainnya dilautan/perairan yamg termasuk| dalam wilayah Pro-
pinsi Bali, dilarang melakukan operasinya tanpa ijin Kepala Daerah atau Pe-
jabat yang ditunjuk olehnya,

Pasal 3.

(1). Ljin untuk menangkap ikan yang dimaksud dalam pasal 2 diatas diberikan

kepada perseorangan yang berwarga negara Indonesia dan badan/perusa-
‘haan yang. scluruhnya berniodal Nasional dan mempergunakan tenaga -
tenaga Nasional.

(2). Permohonan ijin untuk memangkap ikan diajukan secara tertulis kepada
Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk .oleknya.

(). Penangkapun ikan untuk dipergunakan sendiri tidak memerlukan ijin.

(4). Pepangkapun'lkan untuk keperluan penelitian dapat dilakukan setelah me
luporknn maksud tersebut kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditun-
juk - olehnyn,

Pasal 4.

Dol msurat permohonan yang terskbut calam pasal 3 ayat (2) ha
rus menyatukan
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Namu dan alamat pemohon ;

Surat Keterangan dori Kepala Desa setempat serta, mama - nama nelayan
yang ikut serta dalam penangkapan ikan tersebut ;

Jenis dan jumlah kendaraan air beserta alat- alat penangkapan ikam yang

hendak dipakai ;

Apabila dipergunakan alat - alat penangkapan ikan yang tidak bergerak
seperti : bagan, sero ddn lain sebagainya, maka dalam surat permohonan
harus dilampirkan juga peta dengan skala yang jelas dimana alat - alat ter
sebut dipasang.

Pasal 5.

Permohonan ijin yang diajukan oleh badan/perusahaan selain syadat - syarat
seperti tersebut dalam pasal 4, harus disertai Anggaran Dasar/Akte perusaha-
an serta daftar nama - nama dari pengurus dengan menyatakan tempat tinggal
masing - masing.

)

(2)

4
&)

M

()

Pasal 6.

Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya sebelum memberikan

surat ijin untuk penangkapan ikan yang dimaksud dalam pasal 2, dapat

minta pertimbangan instansi lain yang dianggap perlu.

a. Surat ijin bagi perseorangan berlaku selama jangka waktu 3 (uiga)

\ tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpan-
jang setiap kalinya untuk 3 (tiga) tahun atas permohonan yang ber
sangkutan.

b. Surat ijin bagi badan/perusahaan berlaku selama jangka waktu 2
(dua) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya dan dapat diper-
panjang setiap kalinya untuk masa 2 (dva) tahun atas permohonan
yang bersangkutan,

Untuk setiap pemohon diberikan satu surat ijin dengan bebergpa salinan

nya yang syah sesvai dengan jenis cdan jumlah alat penangkapan ikan

yang dimiliki dan dicantumkan dalam surat ijin.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, menetapkan dalam

surat jjin syarat - syarat yang harus dipenuhi.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjus olehnya dapat menolak sesu-

atu permohonan ijin dengan meunyebutkan alasan - alasan berdasarkan

pertimbangan - pertimbangan tertentu.

Pasal 7.

Setiap melakukan penangkapan ikan salinan surat ijin termaksud dalam
pasal 6 ayat (3), harus dibawa oleh pemegang ijin atau wakil yang ditun-
juk olehnya untuk diperlihatkan kalau sewaktu - waktu diadakan peme-
riksaan.

Wakil pemegang ijin sebagaimana terscbut dalam ayat (1) pasal ini di-
haruskan membawa surat keterangan dari pemegang ijin yang menyata-
kan bahwa ia ditunjuk sebagai wakilnya.
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BAB I
Biaya untuk memperoleh ijin
Pasal 8.
Bagi tiap surat ijin yang dikeluarkan seperti dimaksud dalam pasal 6
ayat (3). pemegang ijin dikenakan biaya administrasi/retribusi  untuk

jangka waktu bdrlakunva ijin (sesvai dengan pasal 6 ayat (2) yang be-
sarnya ditetapkan berdasarkan jenis alat penangkap sebagai berikut

Jenis alat penangkap Biaya administrasi
1. Jaring
MUro ami ......ooeiiiiiiiiiie s Rp. 60,—
Payang ..o »  50,—
2 R T L I 150,—
L T e - . 150,—
11 TR 1 -/ SRR —————— . 50—
Orodan dan SejeniSnya ..................ccovveeeevmmnennnennn. W 50,—
Jaring penyu ..o e »  50,—
Jaring bendera ..........oooooiiiiii . 50—
Jaring ronggeng ... o 50,—
Jaring kambang dan sejenisnya ...........coccoeiiiiriniiniii.. w 25—
Jaring buang, sescr dan sejenisnya .............................. » o 10,—
II. Pancing
Long - 1ine ......oooiiiiiiiiie i Rp. 150,—
Pole and - line ...............oooiii , 150,—
Tonda (troling) ............cooeevvvuviiveiss ciieeeeeeseeeee » 25—
PTawe oot o . s 90,—
LU SR » 25—
IMI. Perangkap
B 8 g8 M oesmmiss s o s i s S8 e e e e e »  50,—
S € 0 e »  50,—
B U b U o & 10,—
1V. Kapal / Perahu
Kapal Motor yang mempunyai daya muat
25 groos ton Keatas ....................... ... R o 250,—
Kapal motor yang mempunyai daya muat dibawah
25 BrO08 tON .iviitiriit it e e e ,  100,—
Perahu besar .........ocoeiviiiiii s o . 15—
Perahu sedang ..................ocoooiiiis i »w  50,—
Perahnn Kecil oS s oo e oo s 25—
— ; . \
(2). Biaya administrasi/retribusi tersebut harus ditayar lunas pada waktu pem-
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berian surat ijin dan dicatat dalam surat ijin tersebut,



(3).

(.

(2).

Biaya acministrasi/retribusi tersebut oleh petugas yang mcné'rinmnyu fia-
rus disetorkan kepada bendaharawan khusus yang ditunjuk oleh Kepalu
Daerah.

BAB 1IV.
" Jangka waktu berlakunya ijin.
-Pasal 9.
Dalam hal pemegang ijin meninggal dunia, wakilmya yang syah selamu
jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai dari tanggal yang bersangkutan me-
ninggal dunia, masih diperkenankan meneruskan penangkapan ikan; atas

ijin yang lama, dengan ketentuan bahwa sehabis waktu tersebut ijin tidak
berlaku lagi.

Dalam hal badan hukum/perusahaannya dibubarkan, maka surat ijin ti-
dak berlaku lagi mulai tanggal pembubaran.

Pasal 10.

Surat ijin sebagaimana termaksud dalam pasal 2 akan dicabut tanpa penggan-
tian kerugian, apabila pemegang ijin tersebut

d.

(1).

).

3).

Nyata - nyata telah memindah - tangankan surat ijin yang didapatnya ke-
pada pihak lain. ‘

Nyata - nyata tidak dipenubinya syarat - syarat sebagaimana tertera da-
lam surat ijin yang dipegangnya.
Selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah surat ijin dikeluarkan, belum

memulai melakukan penangkapan.

BAB V.
Kewajiban membongkar.
Pagal 11.

; Alat - alat penangkap ikan yang tidak bergerak seperti tersebut dalam
pasal 4 ayat 4 dalam waktu selama - lamenya 2 (dua) bulan] sesudah ti-
dak dipergunakan lagi, harus dibongkar oleh pemegang ijin atas biaya
sendiri.

Alat - alat penangkap ikan yang tidak bergerakj seperti tersebut dalam
pasal 4 ayat (4) yang dipasang tanpa ijin Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk olehnya, harus dibongkar oleh yang memasang atau pe-
miliknya atas perintah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Jika ketenthian - ketentuan seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat 2
(dua) pasal ini tidak ditzati, maka alat - alat penangkpp ikan tersebut
dapat dibongkar atas perintah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditun-
juk olehnya atas biaya pemegang ijin pemasang atau pemiliknya.
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BAB VL
Pelaksana
Pasal 12.

(1). Sebagai pelaksana peraturan Daerah ini ditunjuk
a. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Bali, untuk perijinan perusahaan
perikanan yang menggunakan kapal motor.
b. Kepala Perikanan Kabupaten setempat untuk perijinan badan/peru-
sahaan/perseorangan yang tidak menggunakan kapal motor.
(2). Para Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam, ayat (1) pasal
ini, berkewajiban untuk memberikan, laporan berkala kepada Kepala Da-

erah,
B AB VIL
Pengawasan
Pasal 13.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukanm oleh Ke-
pala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

BAB VIIIL
Sanksi dan Penyidikan
Pasal 14,

(1). Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam pasal 2, 3, 7, 8, 9.
11 dan 16 peraturan Daerah ini diancam dengan hukpman kurungan
selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya
Rp. 10.000,— (Sepuluh Ribu Rupiah).

(2). Perbuatan - perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam
ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(3). Dalam hal pelanggaran ulangan yang dilakukan dalam waktu yang tidak
lebih dari satu tahun sejak cijatuhkannya pidana delam pelanggaran yang
pertama berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi,
dapat diancem dengan hukuman setinggi - tingginya dua kali maksimum
termaksud dalam ayat (1).

(4).. Dalam hal terjadi penghukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (3) pasal ini, maka alat - alat dan barang yang dipergunakan
dapat disita sebagai alat pembuktian.

Pasal 15.

Penyidikian terhadap pelanggaran ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Da-
erah ini ditugaskan, disamping kepada para petugas penyidikan pada umum-

nya, iuga ditugaskan kepada Pegawzi - pegawai Daerah /pegawai - pegawai
Negeri yang diperbantutan kepada Dacrah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
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BAB IX.
Ketentuan Peralihan
Pasal le6.

Badan/perusahaan/perseorangan yang sebelum berlakunya peraturan ini telah
melakukan penangkapan ilkan dengan alat - alat seperti dimaksud dalam pasal
4 ayat (3) dan ayat (4) diwajibkan dalam jangka waktu enam bulan terhitung
mulai tanggal berlakunya Peraturan Daarah ini memenuhi segala sesuatu yang
ditetapkan: dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
Kefentuan Penutup.
Pasal 17.
(1) Peraturan Daecrah ini dapat disebut Peraturan Daerah Propinsi Bali ten-
tang Penangkapan ikan dan hasil laut lainnya.

(2). Hal - hal yang memerlukan pengaturan didalam pelaksanaan Peraturan
Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(3). Peraturan Daerah ini mulai berlalju sejak pengesahan oleh Menteri Da-
lam Negeri/pengundangan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

(4). Agar mempunyai kekuatan, hukum dan mengikat, Peraturan Daerah ini
diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Denpasar, 12 Juni 1973.

Mengetahui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pj. Guburnur Kepala Daerah Propinsi Bali
Propinsi Bali, Ketua
t.t.d. t.t.d.
(SOEKARMEN) (I GUSTI NGURAH PARTHA)

Diundangkan dalam Lembtaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 54 tanggal 7 Juni 1975.

Seri C No. 2

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat 1 Bali.
t.t.d.
( DRS, SEMBAH SUBHAKTI )
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PENIJELASAN.

1. Penjelasan Umnm,

Usaha penangkapan ikan dan hasil laut lainnya diperairan se-
panjang pantai pulau Bali dan perairan sepanjang pantai pulau2 yang ter-
masuk wilayah hukum Pemerintahan Propinsi Bali merupzkan mata pen
caharian utama bagi sebagian masyarakat yang berdiam disepanjang pantai
Pulau Bali dan palau2 yang termasuk wilayah hukum Pemerintahan Pro
pinsi Bali.

Mereka menggunakan segala akal, pikiran dan usaha untuk menangkap
ikan sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ikan
/protein hewani. Penangkapan ikan se - banyak?2 - nya berarti pengambilan
yang berlebih - lebihan dari sumber perikanan laut, (stock) yang ada.
Masih banyak orang menyangka, bahwa, sumber - sumber perikanan laut
tidak akan dapat dihabiskau, meskipun penghasilannya diambil terus me-
nerus sebanyak mungkin. Kemajuan teknik dan pertambahan penduduk me
nunjukkan kenyataan scbaliknya. Berar sumber ini berbeda dengan sum-
ber sumbur mineral lainnya seperti : Gas bumi dan lain - lain, yang mem
punyai sifat “renewable™ tetapi mengusahcan - rengusahasn tanpa diser-
tai pengendalian bagi kelestariannya, akhirnya akan merugikan kita sen
diri,

Oleh karema itu, diperlukan adanya management,/peraturan  terhadap
sumber - sumber perikanan laut yang bertujuan tercapainya kelestarian
berdasarkan kepentingan? :

a. Biological management : yaitu pembinaan sumber hayati perairan pada
umumnya, keseimbangan (equilibrium) antara stok ikan ‘dan hasil tang
kapan khususnya, schingga kelangsungan sumber hayati perairan itu
terjamin dan tidak terjadi pengurasan sumber itu oich manusia.

b. Economical management : yaitu untuk pembinaan usaha perikanan
sedemikian rupa, seningga hasil tangkapan yang diambil cukup exono-

mis dan secara hayati sumber itu terpelihara.

Dengan memperhatikan kepentingan2 tersebut diatas, maka hasil

tctap bagi para penangkap ikan dapat dipertahankan baik dimasa dekat ma-
upun untuk generasi yang akan ditang.
Memproduksi tidak ada artinya, apabila ¢ihari kemudian menbawa, akibat
produksi itu senciri mundur, Dengan demikian Peraturan Daerah ini merupa-
Kan alat utama untuk pengawasan dan pengamanan sumber - sumber perika-
nan disamping untuk mengrtibkan pengusahaannya, '

Selain tujuan diatas, Peraturan Daerah ini juga bertujuan, untuk
mendapat daty - data statistik yang koskrit dan terperinct da.am bidang [er-
ikanan laut, yang sangat berguna bagi kepentingan perencanaan pembangunan
perikanan khususnya dan management perikanan laut umumnya,

Dari segi yuridis formil Peraturan Dacrah inj didasarkar, kepada

a. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 fasal 3 yang menyatakan, bahwa
Pemerintah Daerah berhak mengadakan Peraturan mengenai perikanan Ia-
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ut yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dalam wilayahnya.

b. Ordonansi Perikann Pantai Stbl. 1927 No. 144 pasal 7 ayat (2) yang

menyatakan bahwa kewajiban untuk menjalankan kekuasaan atas penang-
kanan ikan dipantai, danat diatur dalam Provisiale - verordning dahulu
(sekarang Peraturan Propinsi).
Menurut ayat 1 pasal 8 dari Ordonansi diatas, maka ijin penangkapan
ikan secara kecil—kecilan diberikan olch Hoofd van Gewestelijk Bestuur
dahulu (sekarang Gubernur Kepala Daerah) sedangkan ijin penangkaran
ikan secara besar—besaran diberiban oleh Directeur van Landbouw, Han-
del & Nijverheid dahulu (sekarang Menteri Pertanian) secbagai dimaksuid
pula dalam Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 pasal 4.

Lebih lanjut dalam pasal 6 ayat 1 Undang - undang No. 7 tahun
1960 tentang statistik dinyatakan bahwa Biro Pusat Statistik atau instansi
Pemerintah lainnya yang mendapat tugas ijin khas dari Pemerintah untuk me-
ngadakan sesuatu kegiatan statistik dapat mewajibkan setiap orang atau badan
untuk memberikan keterangan2 statistik yang direrlukan, baik secara lisan
yang menyatakan bahwa Pemgerintah Daerah menyelenggarakan Statistik dan
maupun tertulis yang dihubungkan dengaa pasal 6 P.P. No. 64 tahun 1957
Dokumentasi mengenai Perikanan Laut dalam wilayahnya dengan mengindiah-
kan petunjuk—petunjuk Menteri Pertanian.

II. Penjcissan pasal demi pasal :

Pasal 1 ayat (1) s/d. (8) cukup jelas.

Pasal 1 ayat (9) s/d. (11) Volume perahu Capat ditentukan dari perkalian

panjarrg X lebar X dalam.

Pasal 2 Penangkapan ikan dari luar Daerah Propinsi Bali yang
menangkap ikan diperairan Daerah Propinsi Bali terkena
pula Peraturan Dacrah ini.

Pasal 3 ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) Untuk tidak menyulitkan bagi nelayan yang memohon
ijin, Imaka pelaksanaannya dibantu oleh petugas Resort
Perikanan yang ditempatkan di Daerah - daerah pemu-
satan perikanan.

Pasal 3 ayat (3) Yang dimaksud dengan penangkapan ikan untuk diper-
gunakan sendiri ialah setiap penangkapan ikan yang ber-
isifat hobby, olah - raga digin atau hasilnya untuk kebutu-
han sendiri.

Pasal 3 ayat (4) Yang dimaksud dengan untuk keperluan penelitian ada-
lah pekerjaan yang erat hubungannya dengan ilmu pe-
ngetahuan taik biologis maupun tchnis.

Pasal 4 ayat (4) Untuk memudahkan bagi pemohon dalam pembuatan
peta dimana alat2 tersebut dipasang, maka dalam pe-
laksanaannya secara praktis peta tersebut dibuat oleh
petugas Dinas Perikanan Daerah—Daerah. Peta terse-
but dibuat dengan sekala yang jelas, lengkap dangan
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keterangan2 mengenai bujur, lintang, dalam ukuran de-
rajat, menit, sekon, serta dilukiskan pada kertas yang
berukuran normal (sesuai dengan ukuran surat ijin)
mempergunakan tinta. Sebelum ijin pemasangan alat2
yang tidak bergerak seperti bagan, sero dan lain2 dikelu-
arkan maka Dinas Perikanan mengadakan konsultasi de-
ngan pihak Administratur Pelabuhan terutama pemasa-
ngan yang dilakukan dalam lingkungan daerah pelabuh-
an,

Cukup jelas.

6 ayat (1) s/d. (2) Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal

Pasal 6 ayat (3)
Pasal 6 ayat (4)
Pasal 6 ayat (5)
Pasal 7

Pasal 8 ayat (1)
Pasal 8 ayat (2)
Pasal 8 ayat (3)
Pasal 9

Pasal 10 ¢

Pasal 11 ayat (1)
Pasal 11 ayat (2)
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Untuk tidak terdapatnya ijin ganda antara alat tangkap
dan kendaraan air yang dipergunzkan, maka kepada se-
tiap pemohon diberikan satu surat ijin sesuai dengan alat
yang dimiliki dan dicantumkan dal*m surat ijin.
Contoh bentu surat ijin dalam lampiran Peraturan Da-
erah ini.

Cukup jelas.

Yang dimaksudkan dengan pertimbangan tertentu ialah
pertimbangan teknis untuk kepentingan keamanan pantai
dan pelayaran, serta pembinaan sumber hayati perikanan.

Cukup jelas.

Untuk menjamin flexibilitas dari Peraturan Daerah ini
maka perubahan2 besarnya biaya administrasi/retribusi
dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Ke-
pala Daerah mendahului perubahan Peraturan Daerah.

Cukup jelas.

Hasil pungutan yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini
dimaksudkan untuk fonds pembangunan/pembinaan dan
pengembangan perikanan Daerah Bali yang juga bertu-
juan untuk peningkatan taraf hidup neclayan itu sendiri
(secara tidak langsung) kembali kepada mereka/masya-
rakat nelayan,

Cukup jelas. .

Penetapan 3 (tiga) bulan ini disesuaikan dengan perki-
raan musim ikan,

Cukup jelas.

Pemasangan alat—alat tangkap yang tidak bergerak tan-
pa ijin Dinas Perikanan selaku pejabat yang ditunjuk,
harus dibongkar oleh yang memasang atau pemiliknya
atas perintah Kepala Dinas Perikanan ybs.



Pasal 11 ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Pejabat vang ditunjuk ialah Kepala Direktorat Pereko-
nomian Propinsi Bali.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.



